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KEPALA DESA KARANGANYAR 
 

KECAMATAN AMBULU 

 

PERATURAN DESA KARANGANYAR 
 

NOMOR 08 TAHUN 2019 
 

TENTANG 
 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2019-2025 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KEPALA DESA KARANGANYAR 

 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanankan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib 

menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan 

kewenangan Desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan 

Kabupaten; 

b. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabuapeten Jember 

Nomor  1 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Kabupaten Jember. Yang telah diubah menjadi 

Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 5 Tahun 2017 Tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah kabupaten Jember Nomor 1 

Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah 

kabupaten Jember Tahun 2016-2021. (Lembaran Daerah Kabupaten 

Jember Tahun 2017 Nomor 5) 
 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2025. 

 

Mengingat 
 

:  1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang    

      Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik  

      Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

      Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

 

      



 
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional )Lembagaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4421); 
 

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4846); 
 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234); 
 

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 
 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah du kali, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015; 
 

7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja 

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4405); 
 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4578); 
 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 

Tahun 2015; 

 

 
 



10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa 

yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 

Tahun 2015; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 

Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 
 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 

Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa; 
 

14. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan 

Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang 

Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Desa; 
 

15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 

Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang 

Musyawarah Desa; 
 

16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, 

Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa; 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Jember nomor 1 Tahun 2016 Tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten 

Jember. Yang telah diubah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten 

Jember No. 5 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana 

Pembangunan jangka Menengah kabupaten Jember Tahun 2016-

2021. (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2017 Nomor 5). 

18. Peraturan Desa Karanganyar nomor 2 Tahun 2019 tentang 

kewenangan Desa berdasarkan hak asal – usul dan kewenangan 

local berskala Desa. 
 
 
 
 
 



 

Dengan kesepakatan bersama 
 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 
 

dan 
 

KEPALA DESA 

 

MEMUTUSKAN 
 

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN    

    JANGKA MENEGAH DESA KARANGANYAR TAHUN 2019-2025. 

 

BAB I 
 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud : 
 

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut 

desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang 

untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat 

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yangdiakui dan 

dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan. 
 
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan 

masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
 
3. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan desa. 
 
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Karanganyar. 
 
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang 

melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk 

desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 
 
6. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa 

setelah dibahas dan disepakati bersama BPD. 

7. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang 

serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak 

dan kewajiban desa. 
 
8. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau 

diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya 

yang sah. 

 

 
 



9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk 

sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. 
 
10. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, 

termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat 

permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan 

ekonomi. 
 
11. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan 

kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan 
 

pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran,serta memanfaatkan 

sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang 

sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. 
 
12. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan 

Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan 

oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati halyang bersifat strategis. 
 
13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut dengan 

Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara 

partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa dan kelurahan (pihak berkepentingan 

untukmengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah). 
 
14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten 

di Kecamatan yang selanjutnya disebut dengan Musrenbang RKPD Kabupaten di 

Kecamatan adalah forummusyawarah stakeholders Tingkat Kecamatan untuk 

mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa serta menyepakati kegiatanlintas 

Desa diwilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan 

Kerja Perangkat Daerah Kabupaten. 
 
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut dengan RPJM 

Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun 

yang memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, 

pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat 

dan arah kebijakan pembangunan Desa. 
 
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut dengan RKPDesa merupakan 

penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 tahun yang memuat rencana 

penyelenggaraan PemerintahanDesa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan 

kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa. 

 

 
 



17. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, 

baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, 

serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, pelindungan terhadap 

anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan 

marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber 

daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan local. 
 
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut dengan APBDesa 

adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati 

bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. 
 
19. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara 

yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja 

daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, 

pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. 
 
20. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut dengan ADD adalah dana perimbangan 

yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. 
 
21. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data 

dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana 

dan sarana, sertaper kembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa. 
 
22. Visi Kepala Desa adalah suatu gambaran tantangan masa depan yang berisikan cita- cita 

yang ingin diwujudkan oleh Kepala Desa pada saat pencalonan berdasarkan keadaan 

obyektif Desa. 
 
23. Misi Kepala Desa adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan oleh 

Kepala Desa agar Visi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik atau merupakan 

penjabaran dari Visi sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien. 

 

BAB II 
 

ASAS PENYUSUNAN 
 

Pasal 2 
 

RPJM Desa disusun berdasarkan keterbukaan akses informasi, partisipatif dengan melibatkan 

State Holder dan tokoh-tokoh masyarakaDesa.  

BAB I : PENDAHULUAN 
 

1.2 Latar Belakang/Pendahuluan 

1.2 Landasan Hukum 

1.3 Tujuan 

 

 

 
 



BAB II : PROFIL DESA 
 

2.1. Kondisi Desa 

2.2.1 Sejarah Desa 

2.2.2 Demografi 

2.2.3 Keadaan Sosial 

2.2.4 Keadaan Ekonomi 

2.2. Kondisi Pemerintahan Desa 

2.3.1 Pembagian Wilayah Desa 

2.3.2 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa 

 

BAB III : PROSES PENYUSUNAN RPJM Desa 

3.3 Sosialisasi 

3.4 Musyawarah 

3.4.1 Lokakarya Desa 

3.4.2 Musyawarah Desa 

3.4.3 Musrenbang RPJMDesa 
 

BAB IV : POTENSI &RUMUSAN PRIORITAS MASALAH 

4.1. Potensi 

4.2. RUMUSAN PRIORITAS MASALAH 

4.2.1. Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 
 

4.2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan 
 

4.2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 
 

4.2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 
 

BAB V : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA, DAN ARAH KEBIJAKAN 
 

KEUANGAN DESA SERTA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF 

5.1. Visi - Misi 
 

5.2. Arah Kebijakan Pembangunan Desa 
 

5.3. Arah Kebijakan Keuangan Desa 
 

5.4. Program dan Kegiatan Indikatif 
 

5.5. Strategi pencapain 
 

BAB VI : PENUTUP 
 

LAMPIRAN-LAMPIRAN : 
 

1. Matrik Program Kegiatan rencana pembangunan desa 
 

2. Proses Penyusunan Program 
 

3. Pengkajian Keadaan Desa (Sketsa Desa, Kalender Musim, Diagram 

Kelembagaan) 
 

4. Peta Sosial Desa 
 

5. Musyawarah Dusun 
 

6. Musyawarah Desa 

 

 

 

 

 



BAB III 
 

MAKSUD DAN TUJUAN 
 

Pasal 3 
 

(1) Maksud penyusunan RPJM Desa adalah untuk menyediakan pedoman resmi bagi 

penyelenggaraan pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan. 
 
(2) Tujuan penyusunan RPJM Desa adalah sebagai berikut : 
 

a. Menjadi pedoman resmi bagi pemerintah Desa, BPD dalam menentukan prioritas 

bidang dan kegiatan tahunan Desa. 
 

b. Menjadi tolak ukur kinerja Tahunan Pemerintah Desa. 
 

c. Memberikan gambaran umum kondisi Desa dalam upaya untuk mengoptimalkan 

penyelenggaraan Pemerintahan. 

 
 

BAB IV 
 

SISTEMATIKA PENYUSUNAN 
 

Pasal 4 
 

RPJM Desa Tahun 2019-2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut; 

 

BAB V 
 

PERENCANAAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA 
 

Pasal 5 
 

RPJM Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Desa yang 

merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kepala Desa yang memuat arah kebijakan 

pembangunan Desa dalam kurun waktu 6 (enam) Tahun. 

 
 

Pasal 6 
 

Isi beserta uraian RPJM Desa adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini 

dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Desa ini. 

 
 

Pasal 7 
 

RPJM Desa ini menjadi acuan dalam penyusunan RPK Desa. 
 

Pasal 8 
 

RPK Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 merupakan landasan dan pedoman bagi 

pemerintah desa dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta 

dalam pelaksanaan pembangunan desa. 
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KATA PENGANTAR 

 

 Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang maha Esa, yang mana telah 

memberikan karunia rahmat, kesehatan dan hidayahnya kepada kami, sehingga kami 

segenap tim dapat menyelesaikan Dokumen RPJM Desa Karanganyar Kecamatan 

Ambulu Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2019 – 2025. 

 Kemiskinan saat ini menjadi momok yang sangat menakutkan. Oleh sebab itu 

pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya, 

khususnya di Desa Karanganyar Kecamatan Ambulu, berbagai upaya telah 

dilaksanakan oleh pemerintah diantaranya melalui program – program pembangunan, 

baik program pembangunan yang bersifat fisik maupun program pembangunan yang 

bersifat non fisik. 

 Perubahan paradigma perencanaan pembangunan saat ini yang semula 

menggunakan model “Top Down Planning” kemudian beralih menggunakan model 

“Bottom Up Planning” dan saat ini sesuai dengan Undang – undang Desa No 6 tahun 

2014 ada perubahan kembali menjadi “Self Governing Comunity” yang berarti Desa 

berdasarkan kewenangannya melaksanakan pembangunan, pemberdayaan, 

penyelenggaraan pemerintahan, dan pembinaan kemasyarakatan, sehingga saat ini 

pembangunan di desa menuntut peran serta masyarakat secara aktif dan nyata dalam 

seluruh proses pembangunan yang dinilai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, 

monitoring dan evaluasi hingga pada tahap pemeliharan dan pelestarian hasil – hasil 

pembangunan yang telah dilakukan. 

 Senada dengan hal tersebut, demi kesinambungan Program Kerja Pembangunan 

Desa Karanganyar, melalui rembug warga desa yang dihadiri oleh unsur aparatur 

pemerintah Desa Karanganyar yang meliputi Badan Permusyawaratn Desa (BPD), 

Pemerintah Desa, Unsur Organisasi Kemasyarakatan Desa diantaranya adalah 

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, PKK, dan Tokoh Masyarakat, Tokoh 

Agama, Tokoh Pemuda, beberapa waktu lalu telah sepakat menyusun dokumen 

“Rencana Pembangunan Jangka Mennengah Desa (RPJMd) di Desa Karanganyar 

Tahun 2019-2025 ”.  

 Tak ada yang sempurna di dunia ini, dokumen ini juga masih jauh dari sempurna, 

namun apa yang telah kami buat dengan penuh rasa tanggungjaawab mudah – 

mudahan berguna dan bermanfaat serta dapat dipakai acuan penyusunan dokumen 

pengajuan RPJMDes tahun berikutnya, untuk itu kami mengharap himbauan, kritik dan 

saran dari berbagai pihak sebagai bahan pertimbangan demi kesempurnaan dokumen 

ini. Kami tak lupa mengucapkan terima kasih yang sedalam – dalamnya kepada 

Pendamping serta semua pihak yang membantu dan mendukung hingga tersusunnya 

dokumen ini. 

 Besar harapan kami dengan terselesainya dokumen ini, pembangunan di Desa 

Karanganyar lebih sesuai dengan kebutuhan dan harapan sesungguhnya masyarakat 
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Desa Karanganyar, dan tentunya pula program – program pembangunan yang akan 

dilaksanakan nanti betul – betul mendapatkan perhatian baik dari warga Desa 

Karanganyar sendiri, Pemerintah Kabupaten Jember ataupun Pihak Ketiga yang turut 

peduli terhadap pembangunan yang ada di Desa Karanganyar. 

 Akhir kata semoga dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 

(RPJMDes) Desa Karanganyar Tahun 2019 – 2025 ini bisa memberikan manfaat kepada 

seluruh warga Desa Karanganyar pada khususnya dan dapat meningkatkan 

kesejahteraan seluruh masyarakat pada umumnya. 

 

Karanganyar,  31 Desember 2019 

 

      Tim Penyusun RPJMDes 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang  

 
Tujuan pemberian otonomi daerah seperti yang tertuang dalam 

penjelasan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah, Undang – undang Nomor 6  tahun 2014 Tentang Desa dan penjabaran 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan 

UU Nomor 6 tentang Desa adalah berupa peningkatan pelayanan dan 

kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan yang 

demokratis, keadilan, pemerataan, serta pemeliharaan yang serasi antara 

Pemerintah Pusat, dan Daerah, serta antar Daerah dalam rangka menjaga 

keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

Dalam penyelenggaraannya lebih menekankan pada prinsip-prinsip 

demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, dan keadilan serta 

memperhatikan kewenangan, potensi dan keaneka ragaman Desa. Dengan 

demikian Visi dan Misi penyelenggaraan pemerintahan Desa adalah pelayanan 

dan pembinaan kesejahteraan, demokratisasi, keadilan, dan pemerataan bagi 

terwujudnya kemandirian Desa. Dalam rangka pelaksanaan pencapaian tujuan 

tersebut dalam kurun waktu enam (6) tahun kedepan adalah, perlu dilakukan 

penyusunan sebuah program-program yang terencana, komprehensip, 

sistematis dan terpadu yang tertuang dalam sebuah Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah (RPJM) Desa, yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah 

kebijakan dan kegiatan-kegiatan yang akan dlaksanakan dalam waktu-waktu 

tertentu. 

Berdasarkan pemikiran tersebut maka pemerintahan desa mempunyai 

hak dan wewenang untuk melakukan  pengaturan jalannya pemerintahan desa 

di berbagai bidang antara lain : Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, 

Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan dan 

Pemberdayaan Masyarakat. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No : 114 

Tahun 2014 pasal 72  bahwa perencanaan pembangunan Desa disusun secara 

berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-

Des) dan Rencana Kerja  Pembangunan Desa (RKP-Des). 
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 RPJM-Des merupakan dokumen perencanaan pembangunan desa 

selama 6 (enam) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah 

kebijakan kuangan  desa, kebijakan umum dan kebijakan per program, program 

satuan kerja perangkat daerah (SKPD), lintas SKPD, program prioritas 

kewilayahan dan disertai dengan rencana kerja. Penyusunan RPJM – Des ini 

diharapkan : dapat memenuhi  kebutuhan masyarakat dalam  pembangunan 

kurun waktu 6 tahun ke depan, adanya sinergi program yang masuk ke desa, 

menumbuhkan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap proses pembangunan 

di desa sehingga masyarakat ikut bertanggung jawab tehadap hasil 

pembangunan di desanya. 

 

1.2 Dasar Hukum   

Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Desa Karangnyar 

Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember  Provinsi Jawa Timur didasarkan 

pada beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain : 

a. Undang - Undang Nomor  25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional; 

b. Undang - Undang Nomor  32 tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah; 

c. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa; 

d. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang pembentukan 

Daerah Kabupaten dalam lingkup Provinsi Jawa Timur; 

e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 

f. Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 

g. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan PP 

Nomer 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 

6 tahun 2014; 

h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang 

Pengelolaan Keuangan Desa; 

i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang 

Pedoman Pembangunan Desa; 
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j. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 

Tranmigrasi Republik Indonesia Nomer 17 Tahun 2019 Tentang 

Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaa Masyarakat Desa. 

k. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan 

Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 Musyawarah Desa; 

1.3 Pengertian 

1.  Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat 

(APB-Des) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa 

yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan 

Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. 

2.  Desa, atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut 

desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas 

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan 

masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat 

setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

3.  Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka 

penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang 

termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan 

dengan hak dan kewajiban desa tersebut. 

4.  Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain 

adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan 

kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam 

memberdayakan masyarakat. 

5.  Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya 

disebut (Musrenbang-Des) adalah forum musyawarah tahunan yang 

dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan 

desa (pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan 

desa dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk 

menyepakati rencana kegiatan di desa 1 (satu) tahunan. 

6.  Pembangunan desa adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki 

untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam 

aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan usaha, akses 
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terhadap pengambilan keputusan, maupun indeks pembangunan 

manusia. 

7.  Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa 

depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan 

sumber daya yang tersedia. 

8.  Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses 

penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai 

unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian 

sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan 

sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu 

tertentu. 

 9.  Perencanaan Pembangunan Desa dimaksud adalah suatu proses 

penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai 

unsur pemangku kepentingan di desa guna pemanfaatan dan 

pengalokasian sumber daya desa dalam rangka meningkatkan 

kesejahteraan sosial dalam suatu desa dalam jangka waktu tertentu. 

Wujud Perencanaan Pembangunan Desa adalah Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja 

Pembangunan Desa. 

10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya 

disingkat (RPJM-Des) adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 

(enam) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah 

kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, dan program, serta 

memuat program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas 

SKPD, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana 

kerja. 

11. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat (RKP-

Des) adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang 

merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan 

kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka 

prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta 

perkiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah 

desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi 
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masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah dan RPJM-Desa. 

12. Peraturan Desa (yang selanjutnya disingkat Perdes) adalah peraturan 

perundang-undangan/produk pemerintah desa dan Badan 

Permusyawaratan Desa yang digunakan untuk menjadi acuan 

pelaksanaan pemerintahan desa. 

 
 
1.4 Maksud dan Tujuan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Karangnyar sebagai 

Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah kurun waktu 6 tahunan 

yang ditetapkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi 

seluruh komponen daerah (Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha) di 

dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan yang sesuai dengan visi, misi dan 

arah pembangunan, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh masing-

masing pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif dan melengkapi 

satu dengan yang lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak.  

Pembangunan Jangka Menengah Desa Karangnyar Kecamatan Ambulu 

Kabupaten Jember  2019 – 2025 merupakan kelanjutan dan pembaharuan 

dari tahap pembangunan sebelumnya. Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah (RPJM) Desa Karangnyar diarahkan untuk memberikan fokus 

yang semakin tajam dan tepat, guna menyelesaikan permasalahan - 

permasalahan pembangunan spesifik Desa Karangnyar sebagai desa 

Agraris dalam dimensi waktu 6 tahunan serta mempercepat pencapaian 

tujuan pembangunan secara Nasional. Dengan adanya Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Desa, diharapkan akan terwujud 

koordinasi yang semakin baik, terciptanya Integrasi, Sinkronisasi, dan 

Sinergi antar pelaku pembangunan (stakeholders) antar ruang, antar 

waktu, antar fungsi pemerintahan maupun dengan Kabupaten dengan 

Provinsi dan Pusat, diharapkan pula akan terbangun keterkaitan dan 

konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan 

pengawasan. Pada sisi yang lain mampu mengoptimalkan partisipasi  

 

Tujuan disusunnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 

(RPJMdes) antara Lain:  
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1. Untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan 

serta pelayanan kepada masyarakat yang lebih berdaya guna, serta 

untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintah 

desa sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, 

dan tujuan pemerintah desa. 

2. Memberikan Kemudahan bagi pemerintah dan instansi yang 

berkompetensi  dalam melaksanakan program - program pembangunan  

karena di RPJM des telah memuat seluruh Aspirasi Rakyat. 

3. Memberikan gambaran yang nyata bagi terlaksananya arah 

pembangunan di tahun - tahun mendatang. 

4. Menjaring aspirasi masyarakat agar pembangunan ke depan bisa 

benar- benar berguna dan manfaatnya dapat dirasakan oleh 

masyarakat secara keseluruhan. 

5. Diharapkan dengan adanya Rencana Pembangunan Jangka menengah 

Desa (RPJMdes) Pembangunan ke depan beroriantasi kepada 

kepentingan masyarakat luas dan tidak berdasarkan pada kepentingan 

Politik dan kekuasaan semata. 

6. Terbentuknya masyarakat yang mampu memberdayakan diri melalui 

pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang tersedia dan 

memanfaatkan sebesar-besarnya untuk pemenuhan kesejahteraan 

rakyat di segala bidang. 

7. Menjadikan Desa Karangnyar sebagai sentra agrobisnis pertanian padi, 

palawija dan hortikultura yang dapat menyokong pemenuhan 

kebutuhan pangan masyarakat desa setempat maupun luar desa  

sehingga mampu mengangkat derajad perekonomian desa dan 

mendukung pembangunan ekonomi daerah. 
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BAB II 

PROFIL DESA 

2.1 Kondisi Desa  

2.1.1 Sejarah Desa 

Desa Karanganyar adalah salah satu Desa dari 7 (tujuh) desa yang berada 

diwilayah Kecamatan Ambulu kabupaten Jember Propinsi Jawa Timur. Desa 

Karanganyar sudah ada dan berdiri sejak sebelum masa kemerdekaan Republik 

Indonesia yang di tandai dengan adanya peninggalan sejarah berupa tugu perjuangan 

Kopral Soetomo yang berada di Dusun Sentong. Desa Karanganyar tumbuh dan 

berkembang bersama kepemimpinan Lurah/Kepala Desa pada masanya masing-

masing. Perkembangan tersebut juga diikuti dengan peningkatan tatanan sosial 

kehidupan masyarakat, perekonomian, kesejahteraan, keamanan dan ketertiban serta 

sumber daya manusia yang semakin baik. Perkembangan tersebut juga didukung 

dengan tingkat keswadayaan masyarakat yang semakin tinggi dalam pembangunan 

desa. Tahun ini Desa Karanganyar dipimpin oleh Kepala Desa yang telah menjabat 

periode ketiga sebagai Kepala Desa Karanganyar Kecamatan Ambulu. Dari 

pengalaman kepemimpinan tersebut tentu sangat membantu Kepala Desa untuk 

melaksanan tugas dan wewnangnya dalam menyelenggaarakan urusan pemerintahan, 

pembangunan, dan kemasyarakatan di Desa; serta fungsi pelaksanaan kegiatan 

Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pelayanan Masyarakat Desa, 

penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, pemeliharaan prasarana dan fasilitas 

pelayanan umum dan pembinaan lembaga – lembaga kemasyarakatan.  

 

2.1.2 Geografis Desa 

Desa Karanganyar terletak diwilayah yang sangat strategis pada jalur jalan 

Kabupaten sehingga memudahkan sarana transportasi darat yang menghubungkan 

wilayah Desa Karanganyar dengan wilayah lain baik ke kota kabupaten maupun ke kota 

propinsi. Sarana tranportasi umum juga sudah ada dan setiap hari bisa digunakan 

masyarakat yang membutuhkan. Sarana pendidikan, kesehatan, pasar tradisional dan 

prasarana yang lain juga dengan mudah didapat diwilayah desa Karanganyar.  

Desa Karanganyar Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember terbagi dalam tiga ( 3 

) Dusun yaitu :   

No Nama Dusun Jumlah RW Jumlah RT Keterangan 

1 SUMBERAN 8 35 Aktif 
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2 KRAJAN 7 21 Aktif 

3 SENTONG 6 28 Aktif 

 

Batas – batas wilayah Desa Karanganyar : 

 Batas sebelah Utara  : Desa Kertonegoro Kec. Jenggawah 

 Batas sebelah Selatan  : Desa Ambulu Kec.  Ambulu 

 Batas sebelah Barat  : Perhutani Kecamatan Wuluhan 

 Batas sebelah Timur  : Desa Pontang Kecamatan Ambulu. 

 

Pusat Pemerintahan Desa Karanganyar Kecamatan Ambulu terletak di dusun Krajan RT 

01 RW 015 dengan menempati areal lahan seluas 5.423 M2 

 

Keadaan cuaca          : 

 Curah hujan              : < 2000 Mm 

 Jumlah bulan hujan  : 4 bulan 

 Suhu rata – rata        : 23 – 37 0C 

 

ORBITASI 

 

 Jarak ke Kecamatan      : 2 Km    

 Waktu tempuh               : 15 menit. 

 Jarak ke Kabupaten        : 22 Km 

 Waktu tempuh                 : 1 Jam 

 Jarak ke Propinsi      : 380 Km 

 Waktu tempuh   : 6 Jam 

 

Di bidang pertanian masyarakat Desa Karanganyar menggunakan 3 musim tanam 

dalam 1 tahun yaitu : 

 Padi 

 Palawija ( tembakau dan Sayuran ) 

 Jagung. 

Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) adalah salah satu wadah yang ada di 

Desa Karanganyar untuk menampung aspirasi dan memberikan informasi kepada para 

petani baik berupa penyuluhan dari Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) ataupun 

informasi lain yang bersifat membangun untuk pertanian. Selain dari PPL ada juga dari 
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dinas ataupun instansi lain yang bekerja sama dengan kelompok tani sebagai sasaran 

sosialisasi program pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. Pada 

tahun 2019 ini Kelompok tani yang ada dituntut untuk memiliki badan hukum yang legal 

sebagai perwujudan legalitas kelompok. Pembangunan infrastruktur yang telah 

dilaksanakan Pemerintah Desa Karanganyar telah banyak membantu para petani dalam 

meningkatkan produktifitas pertanian. Namun masih banyak hal yang harus menjadi 

program prioritas untuk tahun anggaran berikutnya untuk mendukung perkembangan 

perekonomian Desa Karanganyar. 

Secara umum potensi Desa Karanganyar dapatlah didiskripsikan dengan 

berbagai aspek yang secara langsung maupun tidak langsung merupakan mata 

rantai dari sistem kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. beberapa 

aspek dimaksud adalah dapat digambarkan melalui peta sosial dibawah ini :  

 

2.1.3 Demografi Desa 

              Secara umum gambaran penduduk Desa Karanganyar dapat diklasifikasikan 

dalam 4 hal yaitu berdasarkan jenis kelamin, pekerjaan, tingkat pendidikan dan 

agama. Adapun gambaran dari demografi Desa Karanganyar sebagai berikut : 

2.1.3.1 Penduduk berdasarkan jenis kelamin 

  Gambaran secara umum tentang jumlah penduduk Desa Karanganyar 

berdasarkan jenis kelamin dapat disajikan pada tabel 1 berikut ini: 

 

 

Tabel 1 

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin 

No Jenis Kelamin Jumlah (orang) 

1 Laki-laki 7540 
 

2 Perempuan 7605 

Jumlah 15145 

Sumber : Monografi Desa Karanganyar Tahun 2019 

 Dari tabel 1 diatas menunjukan bahwa sebanyak 7605 orang (50.23%) penduduk 

Desa Karanganyar berjenis kelamin perempuan, sedangkan sisanya sebesar  7540 

orang (49.77 %) berjenis kelamin laki-laki. Hal ini menunjukan bahwa di Desa 

Karanganyar peran perempuan dalam perumusan pembangunan mempunyai arti 

yang sangat penting dan strategis. 

 

2.1.3.2 Penduduk berdasarkan pekerjaan 
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  Sedangkan gambaran secara umum tentang jumlah penduduk Desa 

Karanganyar berdasarkan pekerjaan dapat disajikan pada tabel 2 adalah sebagai 

berikut : 

Tabel 2 

Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan 

No Pekerjaan Jumlah (orang) 

1 
Petani (padi, palawija, 

hortikultura) 
2.017 

2 Perdagangan 770 

3 Pegawai Negeri Sipil 107 

4 Pegawai Swasta 644 

5 Buruh tani 2476 

6 Pengrajin/Tukang Kayu/Batu 351 

7 TNI / POLRI 16 

8 Jasa 56 

9 Lain-Lain 3023 

Jumlah 9460 
Sumber : Pendataan RPJMDES Tahun 2019 

 

  Dari data tabel 2 menunjukan bahwa sebagian besar penduduk Desa 

Karanganyar bermata pencaharian sebagai petani dan buruh tani sebanyak 4493 

orang ( 47.5 %), sebagai pegawai swasta sebanyak 644 orang ( 6.8 %),  bekerja 

sebagai Pegawai Negeri Sipil sebanyak 107 orang ( 1.1 %), bekerja dibidang 

perdagangan sebanyak 770 orang ( 8.1 %) , sebagai Pengrajin/Tukang Kayu/Batu 

sebanyak 351 orang ( 3.7 %), sebagai TNI/POLRI sebanyak 16 orang (  0.1 %) dan di 

bidang Jasa sebanyak 56 orang ( 0.5 %) 

 

2.1.3.3 Penduduk berdasarkan pendidikan 

      Gambaran secara rinci tentang jumlah penduduk Desa Karanganyarberdasarkan 

tingkat pendidikan dapat disajikan pada tabel 3 adalah sebagai berikut : 

Tabel 3 

Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

No Pendidikan Jumlah 

1 Tidak Sekolah - 

2 Tidak Tamat SD 377 

3 SD 1781 

4 SMP 1451 

5 SMA 1380 
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5 PT / Akademi 230 

Jumlah 5340 

Sumber : Pendataan RPJMDES Tahun 2019 

 Dari data tabel 3 menunjukan bahwa sebagian besar penduduk Desa 

Karanganyar mempunyai pendidikan SD/MI sebesar 1781 orang ( 12 %), sedangkan 

sebanyak 1451 orang ( 10 %) berpendidikan SMP/ MTs, sebanyak 1380 orang ( 10 %) 

berpendidikan SMA / MA, sebanyak 230 orang (2 %) berpendidikan PT/Akademi, 

sebanyak 377 orang ( 3 %) tidak tamat SD. 

 

2.1.3.4 Penduduk berdasarkan agama 

 Jumlah penduduk Desa Karanganyar berdasarkan pemeluk agama dapat 

disajikan pada tabel 4  adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 4 

Jumlah Penduduk Berdasarkan Pemeluk Agama 

N0 Agama Jumlah 

1 Islam 15.044 

2 Kristen 71 

3 Katolik 20 

4 Hindu 6 

5 Budha 4 

Jumlah 15145 

Sumber : Pendataan RPJMDES Tahun 2019 

Dari tabel 4 menunjukan bahwa penduduk Desa Karanganyar sebanyak 15.044 

orang ( 99.3 %) memeluk agama Islam. Keadaan yang demikian ditunjukan dengan 

banyaknya bangunan sarana prasarana ibadah yang berupa Masjid dan Mushala 

serta kehidupan masyarakat Desa Karanganyar yang Islamis dan relegius. 

 

2.1.3.5 Penduduk berdasarkan usia 

 Jumlah penduduk Desa Karanganyar berdasarkan pemeluk usia dapat disajikan 

pada tabel 5  adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 5  

Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia 

No Usia(thn) Laki-laki perempuan Jumlah 

1 0-4 Tahun 481 501 982 

2 5 Tahun - 9 Tahun  485 467 952 
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3 10 tahun - 14 Tahun 470 475 945 

4 15 Tahun – 19 Tahun 489 493 982 

5 20 Tahun – 24 Tahun 479 479 958 

6 25 Tahun – 29 Tahun 483 482 965 

7 30 Tahun – 34 Tahun 477 503 980 

8 35 Tahun – 39 Tahun 463 473 936 

9 40 Tahun – 44 Tahun 472 468 940 

10 45 Tahun – 49 Tahun 472 458 930 

11 50 Tahun – 54 Tahun 464 456 920 

12 55 Tahun – 59 Tahun 473 475 948 

13 60 Tahun – 64 Tahun 466 461 927 

14 65 Tahun – 69 Tahun 465 457 922 

15 70 Tahun – 74 Tahun 445 488 933 

16 Diatas usia 75 Tahun 456 469 925 

Jumlah Total 7540 7605 15145 

Sumber : Kecamatan Ambulu  Dalam Angka 2019 

Dari data di atas nampak bahwa penduduk usia produktif pada usia 19-50 tahun 

Desa Karanganyar sekitar 5660 atau hampir ( 38 %.) Hal ini merupakan modal 

berharga bagi pengadaan tenaga produktif dan SDM. Sentara usia non produktif 

yakni berkisar usia 51-75 keatas sebesar 5575 ( 37 %). Hampir setengah dari usia 

produktif. Tingkat kemiskinan di Desa Karanganyar termasuk tinggi dari jumlah 4142 

KK, sejumlah 834 KK tercatat sebagai Pra Sejahtera. 

2.1.3.6 Penduduk berdasarkan kondisi kesehatan 

Masalah pelayanan kesehatan adalah hak setiap warga masyarakat dan 

merupakan hal yang penting bagi peningkatan kualitas masyarakat kedepan. 

Masyarakat yang produktif harus didukung oleh kondisi kesehatan. Salah satu cara 

untuk mengukur tingkat kesehatan masyarakat dapat dilihat dari banyaknya 

masyarakat yang terserang penyakit. Dari data yang ada menunjukkan adanya 

jumlah masyarakat yang terserang penyakit relatif tinggi. Adapun penyakit yang 

sering diderita antara lain infeksi pernapasan akut bagian atas Flu, DBD, dan 

jaringan pengikat. Data tersebut menunjukkan bahwa gangguan kesehatan yang 

sering dialami penduduk adalah penyakit yang bersifat cukup berat dan memiliki 

durasi lama bagi kesembuhannya, yang diantaranya disebabkan perubahan cuaca 

ekstrim serta kondisi lingkungan yang kurang sehat. Ini tentu mengurangi daya 

produktifitas masyarakat  Desa Karanganyar secara umum. 

Sedangkan data orang cacat mental dan fisik juga masih ada. Tercatat 

masyarakat penyandang kebutuhan khusus (Disabilitas) yaitu laki-laki 15 orang dan 

Perempuan 13 orang.  



Tim RPJMDes Desa Karanganyar 2019 

 

Hal yang perlu dipaparkan disini adalah terkait keikutsertaan masyarakat 

dalam KB. Dengan adanya pelayanan Poskesdes   dan bidan desa angka kematian 

bayi juga sudah sangat menurun dibandingkan dengan kondisi 5 tahun lalu. 

Tak lupa kami juga paparkan tentang penangan stunting. Pasalnya desa 

karangnyar masih ada stunting. Untuk itu perlu pencegahan tentang Stunting di Desa 

Karangnyar dengan membentuk kelompok kerja kusus penanganan stunting yang 

dikoordinasi oleh Rumah Desa Sehat (RDS). 

   

2.1.4 Keadaan Sosial Politik Desa 

Dengan adanya perubahan dinamika politik dan sistem politik di Indonesia, 

memberikan pengaruh kepada masyarakat untuk menerapkan suatu mekanisme politik 

yang dipandang lebih demokratis. Dalam konteks politik lokal Desa Karanganyar, hal ini 

tergambar dalam pemilihan kepala desa dan pemilihan-pemilihan lain (pilleg, pilpres, 

pemilukada, dan pilgub) yang juga melibatkan warga masyarakat desa secara umum. 

Jabatan kepala desa merupakan jabatan yang tidak serta merta dapat diwariskan 

kepada anak cucu. Mereka dipilh karena kecerdasan, etos kerja, kejujuran dan 

kedekatannya dengan warga desa. Kepala desa bisa diganti sebelum masa jabatannya 

habis, jika ia melanggar peraturan maupun norma-norma yang berlaku. Begitu pula ia 

bisa diganti jika ia berhalangan tetap sesuai dengan peraturan perundang undangan 

yang berlaku. 

Karena demikian, maka setiap orang yang memiliki dan memenuhi syarat-syarat 

yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, bisa 

mengajukan diri untuk mendaftar menjadi calon kepala desa. Fenomena ini juga terjadi 

pada pemilihan Kepala Desa Karanganyar pada tahun 2019. Pada pilihan Kepala Desa 

ini partisipasi masyarakat sangat tinggi, yakni hampir 80%. Tercatat ada dua kandidat 

calon Kepala Desa pada waktu itu yang mengikuti pemilihan Kepala Desa. Pilihan 

Kepala Desa Karanganyar sebagai implementasi sistem demokrasi langsung menjadi 

sarana untuk menentukan pilihan masyarakat dalam memilih seorang Kepala Desa 

yang akan memimpin selama 6 (enam) tahun. 

Setelah proses-proses politik selesai, situasi Desa kembali berjalan normal. Hiruk 

pikuk warga dalam pesta demokrasi Desa berakhir dengan kembalinya kehidupan 

sebagaimana awal mulanya. Masyarakat tidak terus menerus terjebak dalam sekat-

sekat dan dikotomi kelompok pilihannya. Hal ini ditandai dengan kehidupan yang penuh 

tolong menolong maupun gotong royong.  

Walaupun pola kepemimpinan ada di Kepala Desa namun mekanisme 

pengambilan keputusan selalu ada pelibatan masyarakat baik lewat lembaga resmi 

Desa seperti Badan Permusyawaratan Desa maupun lewat masyarakat langsung. 

Dengan demikian terlihat bahwa pola kepemimpinan di Wilayah Desa Karanganyar 
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mengedepankan pola kepemimpinan yang demokratis, mengayomi masyarakat dan 

transparan. 

Berdasarkan deskripsi beberapa fakta di atas, dapat dipahami bahwa Desa 

Karanganyar mempunyai dinamika politik lokal yang bagus. Hal ini terlihat baik dari segi 

pola kepemimpinan, mekanisme pemilihan kepemimpinan, sampai dengan partisipasi 

masyarakat dalam menerapkan sistem politik demokratis ke dalam kehidupan politik 

lokal. Tetapi terhadap minat politik daerah dan nasional terlihat masih kurang antusias. 

Hal ini dapat dimengerti dikarenakan dinamika politik nasional dalam kehidupan 

keseharian masyarakat Desa Karanganyar kurang mempunyai greget, terutama yang 

berkaitan dengan permasalahan, kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara 

langsung. 

Berkaitan dengan letaknya yang berada ujung timur propinsi Jawa Timur suasana 

budaya masyarakat Jawa sangat terasa di Desa Karanganyar. Dalam hal kegiatan 

agama Islam misalnya, suasananya sangat dipengaruhi oleh aspek budaya dan sosial 

Jawa. Hal ini tergambar dari dipakainya kalender Jawa/ Islam, masih adanya budaya 

Bersih Desa, Slametan, tahlilan, mithoni, metik, dan masih banyak yang lainnya, yang 

semuanya merefleksikan sisi-sisi akulturasi budaya Islam, Jawa dan Madura. 

Dengan semakin terbukanya masyarakat terhadap arus informasi, hal-hal lama ini 

mulai mendapat respon dan tafsir balik dari masyarakat. Hal ini menandai babak baru 

dinamika sosial dan budaya, sekaligus tantangan baru bersama masyarakat Desa 

Karanganyar. Dalam rangka merespon tradisi lama ini telah mewabah dan menjamur 

kelembagaan sosial, politik, agama, dan budaya di Desa Karanganyar. Tentunya hal ini 

membutuhkan kearifan tersendiri, sebab walaupun secara budaya berlembaga dan 

berorganisasi adalah baik tetapi secara sosiologis ia akan beresiko menghadirkan 

kerawanan dan konflik sosial. 

Dalam catatan sejarah, selama ini belum pernah terjadi bencana alam dan konflik 

sosial yang cukup berarti di Desa Karanganyar. Isu-isu terkait tema ini, seperti 

kemiskinan dan bencana alam, tidak sampai pada titik kronis yang membahayakan 

masyarakat dan sosial.  

 

2.1.5 Keadaan Ekonomi 

Tingkat pendapatan rata-rata penduduk Desa Karanganyar Rp 70.000/hari Secara 

umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Karanganyar dapat teridentifikasi ke 

dalam beberapa sektor yaitu pertanian, jasa/perdagangan, buruh tani dan lain-lain. 

Berdasarkan data yang ada, masyarakat yang bekerja di sektor pertanian berjumlah  

4493 orang, yang bekerja disektor jasa / Perdagangan berjumlah 770 orang, yang 

bekerja di sektor indutri 351 orang, dan yang bekerja di sektor lain 3023 orang.  Dengan 

demikian jumlah penduduk yang mempunyai mata pencaharian berjumlah 9460  orang.       
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2.2 Kondisi Pemerintahan Desa 

2.2.1 Pembagian Wilayah Desa 

Wilayah Desa Karanganyar  terdiri dari 3 Dusun yaitu :  

Dusun Sumberan  

Dusun Krajan 

Dusun Sentong  

Yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Dusun. Posisi Kasun menjadi 

sangat strategis seiring banyaknya limpahan tugas Desa kepada aparat Desa ini. Dalam 

rangka memaksimalkan fungsi pelayanan terhadap masyarakat di Desa Karanganyar, 

dari ketujuh dusun tersebut terbagi menjadi 21 Rukun Warga (RW) dan 84 Rukun 

Tetangga (RT). 

 

2.2.2 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa 

Dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Karanganyar dan pelayanan 

masyarakat agar berdaya guna dan berhasil guna maka perlu adanya tatanan 

pelaksanaan agar tugas pokok dan fungsi masing – masing dapat berjalan dengan 

dengan baik. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember nomor 25 

Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa di 

Kabupaten Jember. 

Sebagai sebuah Desa, sudah tentu struktur kepemimpinan Desa Karanganyar 

tidak bisa lepas dari strukur administratif pemerintahan pada level di atasnya. Hal ini 

dapat dilihat dalam bagan berikut ini: 

 

 

Bagan I 

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan 

Desa Karanganyar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekretaris 

Desa 

Kaur 

Pelayanan 

Kaur 

Perencanaan 

Kaur 

Keuangan 

BPD Kepala Desa LPMD 

Kasi 

Pemerintahan 

Kasi       

Kesra 

Kasi 

Pelayanan 
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Tabel 1  
Nama Perangkat Desa Karanganyar 

No Nama Jabatan 

1 SUNARYO Kepala Desa 

2 MUHAMMAD SOFYAN Sekretaris Desa 

3 MUH FURQON MUSTAQIM Kasi Pemerintahan 

4 M. SOLEHUN Kasi Kesra 

5 MASYHUD Kasi Pelayanan 

6 SUJIATI Kaur Tata Usaha  

7 - Kaur Perencanaan 

8 ANIS IDA ROYANI Kaur Keuangan 

 

Tabel 2 
Nama Anggota Badan Permusyawaratan Desa Karanganyar 

 

NO NAMA JABATAN 

1 SLAMET Ketua 

2 ABDUL RO’UF Wakil Ketua 

3 MUHAMMAD NURUL HUDA Sekretaris 

4 NURUL KHOLIFAH Anggota 

5 SUPRIYADI Anggota 

6 ABDUL FATAH Anggota 

7 SYAMSUL HADI Anggota 

8 SUYITMAN Anggota 

9 ULFA NUSROH Anggota 

     
 

Tabel 3  

Nama-nama LPMD Desa Karanganyar 

Kasun 

Sumberan 

Kasun     

Krajan 
Kasun  

Sentong 



Tim RPJMDes Desa Karanganyar 2019 

 

No Nama Jabatan 

1 ABDUL KHAMID KETUA 

2 FAUZAN ADHIMA WAKIL KETUA 

3 ERLIN SULISTYANI SEKRETARIS 

4 SYAKURUL KALIM BENDAHARA 

5 SAIFUR ROHMAN SEKSI PEMBANGUNAN 

6 WARAS ABDUL WAHID SEKSI SOSIAL 

7 AHMAD GHOZALI SEKSI PEMUDA 

8 M AMINUL MU’ALIFIN SEKSI PENDIDIKAN 

9 KASLAM SEKSI PEMB. UMUM 

10 USTADI SEKSI PEMB. UMUM 

Tabel 4 
 Tim Penggerak PKK Desa Karanganyar 

NO 
JABATAN DALAM TIM 

PENGGERAK PKK 
NAMA 

1. 
 
 
 

2. 
 

3. 
 
 

4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Ketua 
2. Wakil Ketua I 
3. Wakil Ketua II 
 

1. Sekretaris 1 
2. Sekretaris II 

 
1. Bendahara I 

 
Kelompok – kelompok 
1. Kelompok Kerja I 

a. Ketua 
b. Wakil Ketua 
c. Sekretaris 
d. Anggota 
e. Anggota 
f. Anggota 

2. Kelompok Kerja II 
a. Ketua 
b. Wakil Ketua 
c. Sekretaris 
d. Anggota 
e. Anggota 
f. Anggota 

3. Kelompok Kerja III 
a. Ketua 
b. Wakil Ketua 

NY. DEWI SUNARYO 
NY. NURUL HIDAYAH 
NY. NURUL KHOLIFAH 
 
NY. SUJIATI 
NY. IDA WAHYUNI 
 
ZULFATUL MUNFARIDAH 
 
 
 
NY. MAIMUNAH 
NY. ROKAYAH 
NY. NUR HASANAH 
NY. ERNAWATI 
NY. MAESAROH 
NY. KHOIRIYAH 
 
NY.  UMI ZAHRO’ 
NY.  SITI MAISAROH 
NY.  SISMINARTI 
NY.  MUSLIKAH 
NY.  NUR HADI 
NY. DARNA APRILLIA 
 
NY. SISWOKO 
NY. HAMIDAH 
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c. Sekretaris 
d. Anggota 
e. Anggota 
f. Anggota 

4. Kelompok Kerja IV 
a. Ketua 
b. Wakil Ketua 
c. Sekretaris 
d. Anggota 
e. Anggota 
f. Anggota 

 

NY. MASITOH  
NY. NURUL SYAFAATIN 
NY. SITI KHOMSIYAH 
NY. USWATUN HASANAH 
 
NY. HJ. KHUSNUL HIDAYAH 
NY. DWI SUSANTI 
NY. ALIF  NURUL  HIDAYAH 
NY. UMI HANIK 
NY. ANI ROHANIAH 
NY.  DEWI ULFI SUNDARI 

 
 

 

Tabel 5 
Pengurus Karang Taruna Desa Karanganyar 

PEMBINA UMUM  

PEMBINA FUNGSIONAL 

PEMBINA TEKNIS  

 

: KEPALA DESA KARANGANYAR 

: KAUR UMUM 

 : 1. L P M 
   2. B P D 

KETUA 
WAKIL KETUA  

: M. SOFWAN AFANDI 

: M. ZAINUL ARIFIN 

SEKRETARIS 
WAKIL SEKRETARIS 

: ALHIDAYAH 

: MUHAMAD NAUVAL 

BENDAHARA 
WAKIL BENDAHARA 

: AHMAD HABIBI 

: TAUFIK IKSAN 

SEKSI – SEKSI  

SEKSI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 

 1. M. MUKLISIN INDRA 

 2. ABDI TAUFIKILLAH 

SEKSI USAHA KESEJAHTERAAN SOSIAL 

 

1. ABU NAIM TARHIB 

2. M. JANUAR ANSORI 

3. MOHAMMAD ALFAN 

SEKSI KELOMPOK USAHA BERSAMA 

 

1. MUHAMMAD MUKLIS 

2. M. AMINUL MUALIFIN 

SEKSI KEROHANIAN DAN PEMBINAAN 
MENTAL 

 

1. MASROHIM 

2. SITI UMAYATUL KHOIROH 

SEKSI OLAHRAGA DAN SENI BUDAYA 

 

1. MUHAMMAD RISKY 

2. MUHAMMAD PANDU 

SEKSI LINGKUNGAN HIDUP 

 

1. M. ALFAN  

2. MOH. TOLIB 

3. IRAWATI 

SEKSI HUMAS, DAN KESEJAHTERAAN 

KEMITRAAN 

1. M. AFIF KHOIRUL WAFA 

2. M. EDO PRATAMA 
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Secara umum pelayanan pemerintahan Desa Karanganyar kepada 

masyarakat cukup memuaskan, kelembagaan yang ada juga berjalan sesuai tugas 

dan fungsinya masing-masing. 

 

 

 

2.3 Gambaran Tentang Potensi Desa 

2.3.1 Aspek Sumberdaya Aparatur/Perangkat Desa 

Desa Karanganyar secara umum penyelenggaraan pemerintahan dan 

pelaksnaan pembangunan dikelola oleh 2 elemen utama, yakni elemen Pemerintah 

Desa yang dipimpin langsung oleh Kepala Desa beserta jajaran perangkat desa, yang 

terdiri dari : 

Tabel SDM Aparatur Pemerintah Desa 

NO NAMA JABATAN USIA (Thn) 

1 SUNARYO Kepala Desa 56  TH 

2 MUHAMMAD SOFYAN Sekretaris Desa 46 th 

3 MUH FURQON MUSTAQIM Kasi Pemerintahan 33 th 

4 M. SOLEHUN Kasi Kesra 52 th 

5 MASYHUD Kasi Pelayanan 54 th 

6 SUJIATI Kaur Tata Usaha  55 th 

7 - Kaur Perencanaan - 

8 ANIS IDA ROYANI Kaur Keuangan 40 th 

9 BAHRI MALIKA Kasun Krajan 40 th 

10 SISWANTO Kasun Sumberan 48 th 

11 BAITUL AZIS Kasun Sentong 46 th 

12 IDA WAHYUNI Staff Umum 42 th 

13 MOHAMMAD IBNU ISHOM Staff Umum 27 th 

14 EDI WINARNO Staff Pasar 35 th 

15 JONI PANAMBANG Staff Kantor  44 th 

Sumber : Kantor Desa Karanganyar 

Selain komponen Perangkat Desa, elemen terpenting sebagai mitra 

penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan di Desa Karanganyar 

adalah keberadaan Badan Perwakilan Desa (BPD), namun keberadaan BPD ini sendiri 

saat mengalami perubahan fungsi dan peran yang semula sebagai badan perwakilan 

berubah menjadi badan permusyawaratan (menurut UU No 32 tahun 2004) tentang 

Pemerintah Daerah. Namun apapun nama dan fungsi keberadaan lembaga ini tetap 

dibutuhkan sebagai mitra dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan 

pembangunan enam (6) tahun kedepan. 

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dan Pemberdayaan 

Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah komponen/elemen masyarakat yang secara 
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langsung maupun tidak langsung sangat dibutuhkan peran serta aktifnya dalam 

pelaksanaan pembangunan di Desa. Keberadaan LPMD dan PKK yang juga 

merupakan representasi warga masyarakat secara umum dapat memfungsikan dirinya 

sebagai agen dan fasilitator pembangunan di tingkat Desa. 

 

2.3.2. Aspek Ekonomi 

Perekonomian Desa Karanganyar secara umum di dominasi pada sektor 

pertanian/pekebun dan sektor perdagangan serta perburuhan. Sedangkan pertanian 

Desa Karanganyar masih monoton pada unggulan padi dan palawija, hal ini diakibatkan 

adanya struktur tanah yang mungkin belum tepat untuk produk unggulan pertanian 

diluar sentra padi dan persoalan mendasar lainnya adalah system penanaman yang 

tidak serentak dan pemasaran yang masih tradisional.  

Oleh karenanya harus ada langkah strategis dalam mengatasi persoalan tersebut 

diatas dengan melakukan berbagai upaya-upaya semaksimal mungkin dengan 

menggunakan SDA dan SDM yang ada dan diduikung oleh pihak-pihak terkait 

(stakeholder) sehingga kegiatan pembangunan khususnya di bidang ekonomi di Desa 

Karanganyar dapat terus berkelanjutan. 

 

2.3.3. Aspek Sosial Budaya 

Kondisi sosial budaya masyarakat ditunjukan masih rendahnya kualitas dari 

sebagian SDM masyarakat di Desa Karanganyar, serta cenderung masih kuatnya 

budaya paternalistik. Meskipun demikian pola budaya seperti ini dapat dikembangkan 

sebagai kekuatan dalam pembangunan yang bersifat mobilisasi masa. Di samping itu 

masyarakat Desa Karanganyar yang cenderung memiliki sifat ekspresif, agamis dan 

terbuka dapat dimanfaatkan sebagai pendorong budaya transparansi dalam setiap 

penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. 

Munculmua masalah kemiskinan, ketenagakerjaan dan perburuhan menyangkut 

pendapatan, status pemanfaatan lahan pada fasilitas umum menunjukkan masih 

adanya kelemahan pemahaman masyarakat terhadap hukum dan perundang – 

undangan yang ada pada saat ini. Kondisi ini akan dapat menjadi pemicu timbulnya 

benih kecemburuan sosial dan sengketa yang berkepanjangan, jika tidak diselesaikan 

secara dini. 

 

 

 

2.3.4. Aspek Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial. 

Desa Karanganyar dalam penyelenggaraan pendidikan saat ini cukup baik 

dan berkembang, hal ini ditunjukkan dengan minimnya jumlah penduduk buta huruf. 

Sedangkan sarana pendidikan formal cukup memadai, dalam rangka meningkatkan 
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kualitas peserta didik, Pemerintah Desa beserta warga masyarakat sedang melakukan 

peningkatan sarana pendidikan berupa rehabilitasi sarana pendidikan. 

Tabel Sarana Penunjang Pendidikan 

No Jenis Sarana Jumlah 

1 TK/PAUD 10 

2   SD/MI 8 

3 SLTP/MTs 2 

4 SLTA 1 

5 Pesantren 9 

 JUMLAH 30 

Sumber : Kantor Desa Karanganyar 

Ketidak mampuan sarana/infrastruktur ekonomi dan bisnis dalam upaya 

menampung para lulusan lembaga pendidikan yang ada di Desa, berakibat pada 

timbulnya pengangguran, yang akan berdampak pada timbulnya menurunnya partisipasi 

masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa. Adanya kenaikan harga bahan 

pokok juga berpengaruh pada penurunan tingkat perekonomian warga yang ditunjukkan 

dengan adanya meningkatnya jumlah penduduk miskin, menurunnya daya beli 

masyarakat, adanya PHK dan persoalan-persoalan sosial lainnya. 

Dalam kondisi seperti ini Pemerintah Desa harus mampu mengatasi persoalan-

persoalan yang mungkin akan timbul akibat dari adanya dampak kenaikan bahan pokok 

tadi dengan mengadakan program-program pemberdayaan melalui kerjasama dengan 

Pemerintah Kabupaten. 

Tabel Sarana Kesehatan Masyarakat 
No  Sarana Kesehatan Jumlah 

1 PUSKESMAS (Pembantu) 1 

2 POSYANDU 17 

3 POSYANDU LANSIA 3 

4 POLINDES 1 

5 POSKESDES 1 

 Jumlah Total 23 

 
 
 

Tabel Jumlah Keluarga Miskin 
No. Kategori Jumlah 

1 Keluarga Miskin 834 

2 Keluarga Sejahtera 3986 

 JUMLAH TOTAL 4820 

 
Berdasarkan data yang ada tersebut diatas, disamping merupakan sumber 

potensi yang ada, juga bisa menjadi berbagai persoalan/masalah yang merupakan 
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dampak dari perkembangan situasi yang ada. Dalam rangka memecahkan berbagai 

persoalan yang ada, maka Pemerintah Desa Karanganyar perlu menyiapkan berbagai 

strategi kegiatan yang sinergis dan terintegrasi dengan semua institusi atau komponen 

baik pemerintah maupun swasta sesuai dengan fungsi dan peran masing-masing. 

 

2.3.5. Aspek Pemuda dan Olah Raga 

Masalah pemuda dan kepemudaan yang merupakan hasil dari besarnya jumlah 

penduduk dengan komposisi usia muda, memerlukan perhatian serius. Mengingat 

munculnya permasalahan permasalahan kenakalan remaja, pengangguran, 

penyalahgunaan obat-obat terlarang dan tindak kriminal, bagaimanapun juga akan 

menjadi ancaman dalam kegiatan pembangunan desa. 

Sejalan dengan kondisi itu, serta dengan semakin meningkatnya jumlah 

penduduk dalam kelompok usia muda, maka program-program yang mampu menyerap 

aspirasi pemuda dengan aktualisasi peran pemuda, pengembangan bakat dan minat, 

serta pengentasan/pengurangan angka pengangguran perlu strategi program yang 

jelas. Untuk mengantisipasi meningkatnya jumlah generasi muda yang terjebak ke 

dalam tindak/perilaku yang kurang baik. Kesemuanya ini sangat terkait dengan 

pembinaan mental, sosialisasi nilai-nilai kemasyarakatan, masalah pendidikan, 

pembinaan olah raga, pengembangan sanggar seni budaya generasi muda serta 

aktivitas kemasyarakatan yang mampu menumbuhkan kreativitas, tanggung jawab, dan 

kemandirian para pemuda serta pemciptaan kesempatan kerja seluas-luasnya bagi 

generasi muda. Sejalan dengan itu, maka penyediaan sarana dan prasarana olah raga, 

sarana organisasi kepemudaan, keagamaan,Pelatihan-pelatihan keterampilan, perlu 

terus dikembangkan dan dibenahi agar menjadi tempat yang cukup menarik bagi 

sebagaian besar generasi muda. di sisi lain, masalah pendidikan budi pekerti, etika dan 

estetika, perlu dipikirkan kembali untuk menjadi muatan desa, sedang di bidang 

keagamaan yang telah ada perlu terus di dukung eksistensi dan pengembangan serta 

keberlangsungannya. 

 

2.4 Kondisi Infrastruktur yang Mendukung Rencana           
Pengembangan 
 
2.4.1 Sarana dan Prasarana Pendukung Pemerintahan 

Fasilitas sarana dan prasarana pemerintahan yang ada di wilayah Desa 

Karanganyar berupa Kantor Desa yang meskipun belum lengkap fasilitasnya namun 

bisa digunakan sebagai pusat kegiatan Pemerintah Desa dan pusat kegiatan 

masyarakat. 

2.4.2 Sarana Jalan 
Sarana jalan khususnya jalan aspal yang tersebar di 3 (Tiga) Dusun yang ada di 

Desa Karanganyar pada umumnya banyak yang rusak, pada saat musim hujan jalan 

menjadi licin dan becek hal ini disebabkan banyak saluran air yang berada di tepi jalan 
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terkikis air dan saluran air menjadi mampet/buntu disamping itu juga dijumpai jalan 

aspal yang dibangun tidak mempunyai saluran pembuangan air, keadaan demikian 

sangat membahayakan bagi pengendara kendaraan dapat mengakibatkan jatuh dan 

rawan  terjadinya kecelakaan. 

Jalan Makadam yang ada di Desa Karanganyar dan tersebar di 3 (Tiga) Dusun banyak 

yang rusak dan berlobang dan masih belum tergarap sehingga apabila musim hujan 

jalan menjadi licin dan becek, sehingga dapat membahayakan pengendara kendaraan 

serta rawan terjadi kecelakan. Perlu segera dilakukan perbaikan jalan makadam atau  

peningkatan kualitas jalan dari makadam menjadi jalan aspal.  

Jalan lingkungan yang berada di Desa Karanganyar yang tersebar di 3 dusun, masih 

banyak jalan setapak (tanah), apabila musim hujan datang  lingkungan disekitarnya 

becek sehingga mengganggu aktifitas warga serta dapat menyebabkan wabah penyakit 

diare dan demam berdarah. Permasalahan jalan ini  apabila tidak cepat diatasi maka 

akan mengakibatkan terganggunya aktifitas dan pertumbuhan ekonmi Desa 

Karanganyar. 

 

 

2.4.3 Sarana Listrik / Jaringan Listrik Desa 

Dusun-dusun yang ada di Desa Karanganyar sudah terjangkau layanan jaringan 

listrik pedesaan dan sebagian besar rumah tangga telah  menggunakan penerangan 

lampu listrik. Pada beberapa fasilitas umum seperti Jalan di dusun dan Desa sampai 

saat ini belum terpasang lampu penerangan  sehingga  memerlukan penambahan 

pemasangan lampu penerangan. Di lokasi tersebut jika malam hari gelap sehingga 

sangat rawan untuk terjadinya tindakan kriminal, mengganggu keamanan serta stabilitas 

aktifitas warga. 

 

2.4.3 Sarana Ekonomi Desa 

Sarana ekonomi yang ada di Desa Karanganyar adalah terdapat toko dan  

warung, mini market serta pasar yang menjual kebutahan pokok untuk keperluan warga 

Desa Karanganyar, keberadaan toko dan  warung, mini market serta pasar ini sangat 

membantu warga dalam mencukupi kebutuhan hidup sehari harinya.  

Di 3 Dusun ini sebagian warga mempunyai kegiatan dalam bidang pertanian, 

terutama tanaman padi, Jagung, cabe dan tomat, sehingga kegiatan ini sangat 

membantu pendapatan ekonomi masyarakat, namun masih ada kendala dalam hal 

pemasaran dan minimnya modal usaha yang dimiliki. Perlu adanya pembinaan dari 

pihak terkait terhadap kelompok petani, home industri dan lainnya agar mendapatkan 

kualitas yang baik. Sukur jika Bum-Desa yang ada di Karanganyar menjadi corong 

utama sebagai pemasaran produk unggulan desa.  
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2.4.4 Sarana Pendidikan 

Sarana pendidikan yang terdapat di Desa Karanganyar antara lain : TK/ 

RA/PAUD 10 buah, SD/MI 8 buah. Keadaan sarana gedung sekolah tersebut baik dan 

proses pendidikan di Desa Karanganyar berjalan lancar. Selain hal tersebut di beberapa 

sekolahan masih minimnya Insentif bagi Guru Paud, sehingga perlu adanya bantuan 

Insentif Guru Paud/TK. Tidak hanya itu, masih kekurangan buku-buku pelajaran yang 

dapat menunjang proses belajar dan mengajar.   

 

2.4.5 Sarana Kesehatan 

Sarana kesehatan yang ada di Desa Karanganyar antara lain : 1 buah 

Poskesdes, dan  17 buah tempat posyandu.  Petugas Polindes yang melayani 

masyarakat terdiri dari 3 orang bidan, dan 1 orang Mantri. jumlah kader penggerak 

posyandu di Desa Karanganyar sebanyak 17 orang.    

 

2.4.6 Sarana Ibadah 

Sarana peribadatan yang ada di Desa Karanganyar adalah 9 buah Masjid dan 

135  buah Musolla. Sarana Ibadah ini cukup untuk menampung rutinitas kegiatan 

ibadah ummat islam di Desa Karanganyar yang   90 % masyarakatnya pemeluk agama 

Islam. Keadaan bangunan  masjid dan bangunan musollah saat ini  sebagian ada  yang 

memerlukan rehab/pembangunan kembali karena kondisi bangunannya sudah rusak 

berat maupun rusak ringan. 

 

 

2.5 Gambaran Modal Sosial Lokal 

2. 5.1 Tingkat SDM Yang Dimiliki Desa 

1.  Tingkat pendidikan dan kesejahteraan masyarakat yang masih rendah. 

2.  Kurangnya keahlian dan keterampilan masyarakat yang mengakibatkan 

banyaknya pengangguran karena tidak dapat bersaing pada bursa kerja 

maupun penciptaan lapangan kerja. 

3. Masih tingginya penduduk miskin  

 

2.5.2 Tingkat Hubungan Sosial Kemasyarakatan 

1. Banyak warga masyarakat hamil yang memeriksakan kehamilannya tidak 

secara rutin, kurangnya gizi, kurangnya pengetahuan akan kesehatan ibu 

hamil.  

2. Banyak anak usia balita yang kurang gizi, kurangnya pengetahuan ibu akan 

pentingnya kesehatan anak balita, dan kurang lengkapnya fasilitas pelayanan 

warga masyarakat dan anak yang dimiliki  oleh posyandu,  
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3. Banyak janda dan jompo serta anak cacat yang tidak dapat menghidupi dirinya 

dan ketidakmampuan menghidupi dirinya dan meningkatkan penghasilannya. 

 

2.5.3 Tingkat Hubungan Antar Kelembagaan Masyarakat Desa 

 Secara struktural Desa Karanganyar memiliki 3 Dusun yang masing-masing 

dipimpin oleh Kepala Dusun (Kasun). Dibawah lindungan Kepala Desa yang dudukung 

oleh bidan desa termasuk Poskesdes. 

Kondisi tersebut didukung adanya hubungan yang harmonis antara lain : 

 Hubungan yang baik antara Ulama’ dan Umaro 

 Adanya jalinan kerja sama diantara masyarakat 

 Adanya jalinan antara perangkat Desa dengan masyarakat 

 Terlaksananya hubungan yang harmonis antara BPD dan desa sehingga 

program-program pemerintah yang dilaksanakan di Desa Karanganyar dapat 

berjalan dengan baik. 

 Adanya gerakan PKK yang membantu peningkatan peran perempuan dan 

keluarga dalam mendukung kesejahteraan. 

 Adanya organisasi karang taruna yang mampu mengoptimalkan peran pemuda 

dalam pembangunan. 



BAB. III 

POTENSI DAN MASALAH 

 

3.1. Potensi 
Desa Karanganyar memiliki potensi yang sangat besar, baik sumber 

daya alam, sumber daya manusia maupun kelembagaan / organisasi. 

Sampai saat ini, potensi sumber daya yang ada belum optimal 

diberdayakan. 

 

3.1.1. Sumber Daya Alam 

i. Lahan pertanian (sawah) seluas 504 Ha yang masih dapat 

ditingkatkan produktifitasnya karena saat ini belum 

dikerjakan secara optimal 

ii. Lahan perkebunan dan pekarangan yang subur seluas 380 

Ha, belum dikelola secara maksimal 

iii. Tersedianya pakan ternak yang baik untuk mengembangkan 

peternakan seperti sapi, kambing dan ternak lain, mengingat 

usaha ini baru menjadi usaha sampingan. 

iv. Banyaknya sisa kotoran ternak sapi dan kambing, 

memungkinkan untuk dikembangkan usaha pembuatan 

pupuk organik 

v. Adanya hasil panen, padi,  kacang tanah, jagung, jeruk, dan 

lainnya yang cukup yang melimpah dari hasil pengelolaan 

hutan bersama masyarakat  

vi. Adanya potensi sumber air tawar dan sungai yang bisa 

dikembangkan untuk usaha perikanan air tawar 

 

 

3.1.2. Sumber Daya Manusia 

i. Kehidupan warga masyarakat yang dari masa ke masa relatif 

teratur dan terjaga adatnya. 



 

 
ii. Besarnya penduduk usia produktif disertai etos kerja 

masyarakat yang tinggi. 

iii. Terpeliharanya budaya rembug di desa dalam penyelesaian 

permasalahan 

iv. Cukup tingginya partisipasi dalam pembangunan desa. 

v. Masih hidupnya tradisi gotong royong dan kerja bakti 

masyarakat. Inilah salah satu bentuk partisipasi warga. 

vi. Besarnya sumber daya perempuan usia produktif sebagai 

tenaga produktif yang dapat mendorong potensi industri 

rumah tangga. 

vii. Terpeliharanya budaya saling membantu diantara warga 

masyarakat.  

viii. Kemampuan bertani yang diwariskan secara turun-temurun. 

ix. Adanya kader kesehatan yang cukup, dari bidan sampai 

para kader di posyandu yang ada di setiap dusun 

x. Adanya penduduk yang punya ketrampilan dalam 

pembuatan meubeler kayu. 

3.1.3. Kelembagaan / Organisasi 

i. Hubungan yang baik dan kondusif antara kepala desa, tokoh 

masyarakat, lembaga desa dan masyarakat, merupakan 

kondisi yang ideal untuk terjadinya pembangunan desa. 

ii. Adanya lembaga di tingkat desa, yaitu Pemerintah Desa, 

LPMD dan BPD yang berperan dan dipercaya masyarakat.    

iii. Adanya kelompok-kelompok di desa seperti Karang Taruna, 

kelompok tani dan kelompok sosial keagamaan. 

 

3.2. Masalah 
Daftar peta permasalahan ini didapat dari hasil musrenbangdes 

penyusunan RPJM Desa Karanganyar yang menghadirkan masing-

masing perwakilan dusun yang berkompeten dan mewakili unsur-unsur 

yang ada di dalamnya dengan menggunakan Pengkajian Keadaan 

Desa (PKD) yang diantaranya adalah Peta Sosial Desa, Diagram Venn 

Hubungan Kelembagaan serta Kalender Musim. Sebagai data 



 

 
tambahan, upaya observasi dan wawancara dengan para pihak terkait 

juga dilakukan, sehingga dimungkinkan tidak ada masalah, potensi dan 

usulan perencanaan pembangunan desa yang terlewatkan/tidak 

terakomodasi. 

Semua pandangan yang muncul diinventarisir, dicoding, dan 

diskoring, untuk kemudian diurutkan berdasarkan nilai permasalahan 

yang mendapat skoring terbanyak di masing-masing bidang. Karena 

begitu banyaknya masalah yang masuk maka diupayakan reduksi data, 

sehingga masalah di sini benar-benar masalah pokok dan penting.  

Di bawah ini adalah daftar masalah yang secara kualitatif 

dirasakan oleh masyarakat di masing-masing dusun. 

1. Hasil  Musrenbangdes identifikasi masalah Dusun Sumberan 

No Bidang Masalah 

1 
Penyelenggaran 

Pemerintah 
Desa 

1. Tidak adanya Balai Kampung  

2. Minimnya Jaminan Kesehatan yang di 
miliki oleh Warga Masyarakat 

2 
Pembangunan 

Desa 

1. Kurangnya kesadaran warga untuk 
hidup bersih 

2. Belum ada pembuangan air di kanan 
dan kiri jalan (drainase) yang baik 

3. Sarana Transportasi/Jalan 
Lingkungan warga banyak yang rusak 

4. Sarana Penghubung antara Dusun 
satu dengan yang lain perlu perbaikan 

5. Sarana Pasar masih kurang lengkap 
dan perlu perbaikan 

6. Masih ada bumil dan balita yang 
kekurangan gizi 

7. Insentif Guru Paud/TK minim 

3 

Pembinaan 
Kemasyarakatan 

 

1. Kurang kompaknya pemuda, 
sehingga sering menimbulkan 
gesekan dan konflik kepentingan  

2. Kurangnya alat kesenian 

3. Budaya yang ada kurang diminati 
pemuda 

4. Sarana dan kebutuhan  pertanian 
kurang memadai 

 



 

 

4 
Pemberdayaan 

Masyarakat 

1. Banyak warga yang tidak mempunyai 
pekerjaan tetap 

2. Penghasilan pertanian kurang 

3. Pembelian pupuk pada masa tanam 
sulit 

5. Banyaknya pengangguran 

6. Sumber daya manusia rendah 
tentang kerajinan, skill dll 

   

 

2. Hasil Musrenbangdes identifikasi masalah Dusun Krajan 

No Bidang Masalah 

1 
Penyelenggaran 
Pemerintah Desa 

1. Sarana dan prasarana sekolah 
kurang (komputer dll) 

2. Warga kurang sadar akan pentingnya 
pendidikan 

3. Minimnya Jaminan Kesehatan yang di 
miliki oleh Warga Masyarakat 

2 
Pembangunan 

Desa 

1. Jalan dusun/gang banyak yang rusak 

2. Tempat pembuangan sampah tidak 
ada 

4 MCK belum memenuhi standar 
minimal kesehatan 

5 Sarana dan prasarana sekolah kurang 
(komputer dll) 

6 Masih ada bumil dan balita yang 
kekurangan gizi 

7 Insentif Guru Paud/TK minim 

8  Sarana dan kebutuhan  pertanian 
kurang memadai 

3 

Pembinaan 
Kemasyarakatan 

 

1 Adat istiadat mulai luntur 

2 Kurangnya skill pemuda-pemudi 
dalam kewirausahaan 

4 
Pemberdayaan 

Masyarakat 

1. Adat istiadat mulai luntur  

2. Kurangnya pelatihan kesenian 
tradisional yang banyak peminatnya 

3. Kurangnya alat kesenian 

4. Ada konflik kesenjangan karena 
bantuan sosial pemerintah kurang 
merata ke warga miskin 



 

 
5. Kurang bantuan modal  

   

3. Hasil Musrenbangdes identifikasi masalah Dusun Sentong 

No Bidang Masalah 

1 
Penyelenggaran 
Pemerintah Desa 

1. Sarana dan prasarana kesehatan 
kurang memadai 

2. Kualitas guru rendah dan kurang 

2 
Pembangunan 

Desa 

1. MCK belum memadai 

2. Partisipasi imunisasi warga rendah 
dan sarana air bersih kurang 

3. Kurangnya pemberantasan sarang 
nyamuk menyebabkan banyak 
warga yang kena demam berdarah 

4. Sarana Pasar masih kurang lengkap 
dan perlu perbaikan 

5. Masih ada bumil dan balita yang 
kekurangan gizi 

6. Insentif Guru Paud/TK minim 

7. Sarana Jalan Banyak yang rusak 

3 

Pembinaan 
Kemasyarakatan 

 

1. Jalan penghubung antara Dusun ke 
Dusun rusak 

2. Sarana dan kebutuhan  pertanian 
kurang memadai 

3. Kurangnya kesadaran tentang 
kebersihan lingkungan 

4 
Pemberdayaan 

Masyarakat 

1. Problematika sektor pertanian 
meliputi: rendahnya wawasan 
pertanian alternatif, pupuk mahal, 
irigasi sulit, permaianan harga panen 
oleh tengkulak    

2. Lapangan kerja terbatas dan banyak 
pengangguran 

  
 

  

Catatan : Identifikasi masalah yang ada perdusun tersebut telah 

ditampilkan dalam bentuk data rekap desa. 



Tim RPJMDes Desa Karanganyar 2019 

BAB. IV 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA 
MENENGAH DESA 

 

4.1. Visi dan Misi 

4.1.1. Visi 

Proses penyusunan RPJM Desa sebagai pedoman program 

kerja pemerintah Desa Karanganyar ini dilakukan oleh lembaga-

lembaga tingkat desa dan seluruh warga masyarakat desa maupun 

para pihak yang berkepentingan. RPJM Desa adalah pedoman 

program kerja untuk masa enam tahun yang merupakan turunan dari 

sebuah cita-cita yang ingin dicapai di masa depan oleh segenap warga 

masyarakat Desa Karanganyar.  Cita-cita masa depan sebagai tujuan 

jangka panjang yang ingin diraih oleh masyarakat desa merupakan 

arah kebijakan dari RPJMdesa yang dirumuskan setiap enam tahun 

sekali. Cita-cita masa depan Desa disebut juga sebagai Visi Desa. 

Walaupun visi Desa secara normatif menjadi tanggung jawab 

Kepala Desa, namun dalam penyusunannya melibatkan segenap 

warga Karanganyar melalui rangkaian panjang diskusi-diskusi formal 

dan informal. Visi Desa Karanganyar semakin mendapatkan bentuknya 

bersamaan dengan terlaksananya rangkaian kegiatan dan musyawarah 

yang dilakukan untuk penyusunan RPJM Desa tahun 2019-2025. 

Dalam momentum inilah visi desa yang merupakan harapan dan doa 

semakin mendekatkan dengan kenyataan yang ada di desa dan 

masyarakat. Kenyataan dimaksud merupakan potensi, permasalahan, 

maupun hambatan yang ada di desa dan masyarakatnya, yang ada 

pada saat ini maupun ke depan. 

Bersamaan dengan penetapan RPJMdesa dirumuskan dan 

ditetapkan juga Visi Desa sebagai berikut :  

”Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Desa yang baik dan 

bersih untuk keadilan, kemakmuran, kesejahteraan, dan martabat 

masyarakat Desa Karanganyar.” 
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4.1.2 Misi 

Hakekat Misi Desa merupakan turunan dari Visi Desa.  Misi 

merupakan tujuan jangka lebih pendek dari visi yang akan menunjang 

keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain Misi Desa 

Karanganyar. merupakan penjabaran lebih operatif dari Visi. 

Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi 

setiap terjadinya perubahan situasi dan kondisi lingkungan di masa 

yang akan datang dari usaha-usaha mencapai Visi Desa tersebut. 

Untuk meraih Visi Desa seperti yang sudah dijabarkan di atas, dengan 

mempertimbangan potensi dan hambatan baik internal maupun 

eksternal, maka disusunlah Misi Desa Karanganyar sebagai berikut Misi 

Desa Karanganyar : 

A. Bidang Pemerintahan 

1. Menyelenggarakan pelayanan masyarakat yang adil, efisian 

efektif 

2. Menyelenggarakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel 

melalui pengelolaan informasi desa 

3. Menyelenggarakan pemerintahan yang demokratis dengan 

melibatkan masyarakat dalam merencanakan dan merumuskan 

kebijakan 

B. Bidang Pembangunan 

1. Melakukan pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan 

infrastruktur dan lingkungan desa antara lain : 

a. Jalan pemukiman 

b. Jalan Desa antar pemukiman ke wilayah pertanian 

c. Lingkungan permukiman masyarakat desa dan 

d. Infrastruktur Desa lainnya sesuai kondisi desa 

2. Melakukan Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan 

sarana dan prasarana kesehatan antara lain : 

a. Sanitasi lingkungan 

b. Pelayanan kesehatan Desa seperti Posyandu dan 

c. Sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi desa 

3. Melakukan pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan 

sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain : 
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a. Pendidikan anak usia dini 

b. Balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat 

c. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan 

d. Sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya 

sesuai kondisi desa 

4. Melakukan pengembangan usaha ekonomi produktif serta 

pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan 

prasarana ekonomi antara lain : 

a. Pasar Desa 

b. Penguatan permodalan BUMDes 

c. Kolam ikan dan pembenihan ikan 

d. Kandang ternak 

e. Sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi desa 

5. Melakukan pelestarian lingkungan hidup antara lain : 

a. Penghijauan 

b. Pembersihan daerah aliran sungai 

C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 

1. Melakukan pembinaan lembaga kemasyarakatan 

2. Melakukan penyelenggaraak ketentraman dan ketertiban 

3. Melakukan pembinaan kerukunan umat beragama 

4. Melakukan pengadaan sarana dan prasarana olah raga 

5. Melakukan pembinaan lembaga adat 

D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat 

1. Menyelenggarakan pemberian bantuan social kepada keluarga 

miskin 

2. Menyelenggarakan pelatihan usaha ekonomi, pertanian dan 

perdagangan 

3. Menyelenggarakan pelatihan teknologi tepat guna 

4. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan bagi 

Kepala Desa, perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan 

Desa 

5. Menyelenggarakan peningkatan kapasitas masyarakat. 

 
 



Tim RPJMDes Desa Karanganyar 2019 

4.2. Kebijakan Pembangunan 
 

4.2.1. Arah Kebijakan Pembangunan Desa 

  Kebijakan pembangunan desa yang hendak dicapai dalam 6 tahun  

ke depan meliputi 3 aspek mendasar, yaitu : 

a. Peningkatan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat 

Pelayanan kebutuhan dasar masyarakat yang diutamakan adalah 

dalam bidang pelayanan pendidikan dan kesehatan, seperti :  

1. Wajib belajar anak didik 9 tahun, dengan target enam tahun 

kedepan sudah tidak ada lagi masyarakat yang buta huruf. 

2. Penyediaan bersih bagi semua dusun, dengan memanfaatkan 

sumber air yang ada secara optimal, termasuk mengurangi 

volume kehilangan air. 

3. Revitalisasi MCK, sanitasi dan drainase rumah tangga 

4. Meningkatkan pelayanan kesehatan di Poskesdes sampai 

pelayanan rawat inap, memberikan pelayanan pengobatan 

gratis bagi RTM, melengkapi alat-alat kesehatan ibu, anak dan 

lansia. 

5. Revitalisasi peran dan fungsi Posyandu. 

6. Konfergensi Pencegahan Stunting berdasar Kewenangan Desa 

b. Mengoptimalkan potensi pertanian 

1. Mengurangi kehilangan debit air irigasi melalui perbaikan 

saluran dan bendungan. 

2. Mengupayakan pupuk dan bibit murah (pupuk organik) dengan 

memanfaatkan limbah ternak yang ada. 

3. Perbaikan pola tanam, intensifikasi yang dikoordinasikan melalui 

HIPPA dan didukung oleh PPL Pertanian. 

c. Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengembangan 

usaha kecil dan mikro 

1. Mengembangkan kelompok-kelompok simpan pinjam yang 

tersebar di tingkat dusun dan desa, terutama kelompok PKK 

2. Mengupayakan kerja sama dengan pemodal, pasar dan sumber 

bahan baku. 
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3. Meningkatkan keterampilan usaha melalui pelatihan-pelatihan 

kewirausahaan. 

4. Mengoptimalkan Bum Desa  

 

4.2.2. Potensi dan Masalah 
 

Potensi didapatkan dari pengolahan hasil musrenbangdes, 

wawancara, dan observasi per-dusun. Berbagai data yang masuk 

kemudian direkap dan dipilah untuk ditarik sebagai potensi 

pembangunan Desa. Dari sini tergambar dan dapat teridentifikasi 

bahwa Desa Karanganyar memiliki potensi yang sangat besar, baik 

sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Sampai saat ini, 

potensi sumber daya yang ada belum benar-benar optimal 

diberdayakan. Hal ini terjadi dikarenakan belum teratasinya berbagai 

hambatan dan tantangan yang ada. Potensi yang dapat digali melalui 

proses partisipatif dapat digambarkan sebagai berikut : 

 
a. Sumber Daya Alam 

i. Lahan pertanian (sawah) yang masih dapat ditingkatkan 

produktifitasnya karena saat ini belum dikerjakan secara 

optimal 

ii. Lahan perkebunan dan pekarangan yang subur, belum 

dikelola secara maksimal 

iii. Wilayah Desa sangat baik untuk mengembangkan 

peternakan seperti sapi, kambing, bebek, dan ternak lain, 

mengingat banyaknya pakan untuk jenis ternak tersebut, 

sedangkan bidang usaha ini baru menjadi usaha sampingan. 

iv. Banyaknya sisa kotoran ternak sapi dan kambing, 

memungkinkan untuk dikembangkan usaha pembuatan 

pupuk organik 

v. Adanya hasil panen kacang tanah, jagung, ubi tanah, dan 

lainnya yang cukup yang melimpah dari hasil pengelolaan 

hutan bersama masyarakat  

vi. Adanya usaha perikanan air tawar 

vii. Adanya usaha meubelir dan perbengkelan 
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b. Sumber Daya Manusia 

i. Siklus dan ritme kehidupan warga masyarakat yang dari 

masa ke masa relatif teratur dan terjaga adatnya. 

ii. Hubungan yang baik dan kondusif antara kepala desa, 

pamong desa, dan masyarakat merupakan kondisi yang ideal 

untuk terjadinya pembangunan desa. 

iii. Besarnya penduduk usia produktif disertai etos kerja 

masyarakat yang tinggi. 

iv. Cukup tingginya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, 

pelaksanaan, pengawasan, dan monev pembangunan desa. 

v. Masih hidupnya tradisi gotong royong dan kerja bakti 

masyarakat. Inilah salah satu bentuk partisipasi warga. 

vi. Besarnya sumber daya perempuan usia produktif sebagai 

tenaga produktif yang dapat mendorong potensi industri 

rumah tangga. 

vii. Masih adanya swadaya masyarakat (urunan untuk 

pembangunan).  

viii. Kemampuan bertani yang diwariskan secara turun-temurun. 

ix. Adanya kader kesehatan yang cukup, dari dokter sampai 

para kader di posyandu yang ada di setiap dusun 

x. Adanya penduduk yang mampu membuat kerajinan 

permeubelan kayu. 

xi. Adanya kelembagaan, organisasi, dan kelompok-kelompok, 

pertanian, usaha dan keagamaan desa, memudahkan dalam 

berkoordinasi setiap kegiatan pembangunan. 

Daftar peta permasalahan ini didapat dari hasil musrenbangdes 

penyusunan RPJM Desa yang menghadirkan masing-masing 

perwakilan dusun yang berkompeten dan mewakili unsur-unsur yang 

ada di dalamnya. Sebagai data tambahan, upaya observasi dan 

wawancara dengan para pihak terkait juga dilakukan, sehingga 

dimungkinkan tidak ada masalah, potensi dan usulan perencanaan 

pembangunan desa yang tercecer. 

Semua pandangan yang muncul diinventarisir, dicoding, dan 

diskoring, untuk kemudian diurutkan berdasarkan nilai permasalahan 
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yang mendapat skoring terbanyak di masing-masing bidang. Karena 

begitu banyaknya masalah yang masuk maka diupayakan reduksi data, 

sehingga masalah di sini benar-benar masalah pokok dan penting. 

 

4.2.3. Program Pembangunan Desa 

Rencana Tindak Lanjut (RTL) kegiatan pembangunan merupakan 

dokumen perencanaan pembangunan desa selama enam tahun bagi Desa 

Karanganyar. Keberadaannya merupakan akumulasi berbagai usulan 

pembangunan dari tiga dusun yang hanya mampu dipecahkan lewat 

kebijakan pembangunan tingkat desa. Karena sifatnya yang demikian 

maka Rencana Tindak Lanjut (RTL) ini adalah dokumen yang sangat 

penting merupakan inti dari RPJM Desa. 

Dokumen Rencana Tindak Lanjut (RTL) kegiatan pembangunan ini 

berisi uraian tentang strategi pembangunan jangka menengah yang 

bersifat holistik dan terintegrasi di semua bidang, dengan tetap berupaya 

mensinkronisasikannya dengan kebijakan daerah dalam RPJMD baik 

secara makro dan strategis. Di samping itu proses penyaringan kegiatan 

pembangunan yang terpilih didasarkan pada kemampuan dan kompetensi 

desa dengan tetap mengedepankan nilai-nilai partisipatif, transparan dan 

dapat dipertanggunggjawabkan. Dengan demikian keberadannya 

merupakan kebutuhan dan gambaran nyata pembangunan Desa ini. 

Berikut ini adalah matrik Rencana Tindak Lanjut (RTL) kegiatan 

pembangunan Desa selama lima tahun (2019 – 2025) : Program 

Pembangunan Desa bertujuan memakmurkan dan mensejahterakan 

masyarakat, untuk mencapai tujuan ini, desa memiliki Program  yaitu : 

1. Program Rutin : 

- Pelaksanaan kegiatan posyandu yang dilakukan tiap bulan 

disemua dusun. 

- Pendidikan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) 

- Secara gotong royong diadakan kerja bhakti. 

- Penanggulangan stunting secara massif 

- Kegiatan poskamling untuk keamanan desa. 

Program Pembangunan Infrastruktur : 

-  Perawatan sarana Prasarana yang sudah ada. 
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-  Pembangunan Sarana Prasarana Desa dengan dana berasal 

dari Swadaya masyarakat, APB Des, APBD, APBN. 

2. Program Ekonomi : 

-  Meningkatkan Skill Petani (keahlian) untuk mencapai Panen     

 yang lebih banyak. 

-  Menarik Investor guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan   

 menciptakan lapangan kerja. 

-  Membuat produk unggulan sebagai ciri khas Desa dan Daya   

 tarik bagi Desa. 

3. Program Sosial Budaya 

- Mingkatkan dan memupuk kesenian yang ada 

- Fasilitasi kegiatan2 sosial budaya. 

- Mengadakan pelatihan (gladden) 

4. Program Lingkungan Hidup 

- Menanam pohon di pinggiran sungai ( Daerah Aliran Sungai ) 

- Pembenahan saluran air (drainase) 

5. Program Pertanian  

- Meningkatkan swasembada pangan 

- Mengadakan Sekolah  Lapang guna meningkatkan petani yang 

berkwalitas dan bermutu. 

- Mengadakan pertemuan kelompok tani gabungan (Gapoktan) 

- Memberi pembinaan kepada petani yang konvensional 

- Peningkatan sarana dan prasarana  

4.2.4. Strategi Pencapaian Pembangunan 

Berdasarkan hasil rembug warga merancang ke depan, dapat 

diidentifikasikan 8 (delapan) isu/permasalahan, yaitu : 

1. Sarana dan prasarana wilayah 

2. Ekonomi 

3. Kelembagaan 

4. Keagamaan 

5. Sosial 

6. Pendidikan 

7. Pertanian 

8. Kesehatan 
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No Harapan 6 Tahun ke Depan Program 

A. 

1. 

Sarana dan Prasarana 

Teratasinya masalah transportasi 

Desa  

 
a. Pengaspalan jalan 3 

dusun 

b. Pavingisasi Jalan 

Lingkungan di 3 Dusun 

c. Pembangunan selokan  

 

2. Jembatan a. Pembangunan   

   Jembatan di 3 Dusun 

3. Pencegahan Erosi a. Pembangunan TPT Di   

    semua Dusun 

4. Tersedia air bersih a. Pembuatan Sumur 

dan  MCK yng 

memadai 

b.  Pembangunan   

     danPengembangan   

     instalasi Air Bersih di 3 

dusun     

5. Tersedianya saluran irigasi a. Saluran irigasi ke 

sawah  

b. Saluran air 

pembuangan dari 

sawah 

6. Tersedianya sarana pelayanan 

masyarakat dan tempat ibadah 

yang memadai 

a. Rehab masjid dan 

mushalla 

b. Rehab Kantor Balai 

Desa 

c. Pembangunan gedung 

PAUD 

B. 

1. 

Pembangunan Ekonomi 

Terwujudnya ekonomi produktif 

melalui kredit lunak 

 

a. Pembuatan usaha 

mebel 

b. Pembuatan toko 
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pertanian 

c. Pembuatan usaha 

pupuk orgaik 

d. Bantuan ternak sapi 

e. Pembuatan Mini 

Market Milik Bum 

Desa 

2. Terciptanya tenaga-tenaga modern 

yang memadai 

a. Pelatihan komputer 

 b. Pinjaman modal usaha   

     yang lunak 

 c. Bantuan peralatan   

     modal 

C 

1. 

Kelembagaan 

Terwujudnya peningkatan kinerja 

para perangkat desa 

 

a. Meningkatkan kinerja 

aparat desa 

b. Bimbingan/penyuluhan 

teknis administrasi 

perangkat desa 

c. Buku panduan yang 

lengkap 

d. Pengawasan dan 

pengarahan secara 

continue dan 

berkesinambungan 

e. Pembenahan dan 

penambahan fasilitas 

desa secara rutin 

2. Adanya informasi dan komunikasi 

antar lembaga dan masyarakat 

 

 

 

 

a. Memfungsikan BPD 

secara maksimal oleh 

masyarakat 

b. Pengadaan 

computer/meja kerja di 

setiap lembaga  
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D. 

1. 

Keagamaan  

Sarana pendidikan agama 

 

a. Meningkatkan sarana 

dan prasarana TPQ 

b. Pengadaan buku-buku 

agama dan Al-Qur’an 

 

E. 

1. 

Sosial 

Meningkatkan taraf hidup demi 

terciptanya kesejahteraan 

masyarakat 

 

a. Penerangan jalan 

b. Gerakan taskin 

c. Penyuluhan di bidang 

hukum, kesehatan dan 

pertanian 

d. Pembinaan dan 

pelatihan pemuda 

secara rutin 

 

F. 

1. 

Pendidikan 

Tersedianya sarana pendidikan 

yang layak 

 

a. Pembangunan  gedung 

PAUD 

b. Pemeliharaan sarana 

dan prasarana 

pendidikan 

c. Diadakannya 

peningkatan 

pembelajaran siswa 

melalui kursus-kursus 

 

G. 

1. 

Pertanian 

Hasil pertanian dapat mencukupi 

kebutuhan 

 

a. Pembelian traktor 

b. Teknologi pembuatan 

pupuk organik 

c. Penyuluhan pertanian 
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2. Meningkatnya penghasilan petani a. Bantuan pupuk 

b. Bantuan bibit unggul 

c. Pinjaman petani tanpa 

bunga 

d. Penyetaraan harga 

gabah 

e. Pertemuan kelompok 

tani secara rutin 

 

H. 

1. 

Kesehatan 

Peningkatan pelayanan kesehatan 

 

a. Pembuatan pos 

kesehatan 

b. Bantuan perlengkapan 

medis 

c. Bantuan biaya KB 

d. Penyuluhan kesehatan 

 

I 

1. 

Keamanan 

Meningkatkan taraf keamanan 

masyarakat 

 

a. Pembuatan pos –pos 

keamanan (Poskamling) 

b.Pembuatan sarana 

radio local 

 

 

 

4.2.5. Penanggualangan bencana, Darurat, dan Mendesak 

 

 Bencana Dalam Tahun ini terlihat begitu nyata sehingga 

membuat rakyat merasa was-was akan adnya bencana alam. Olleh karena 

itu pemerintah desa merencanakan penanggulangan bencana alam 

sebagai kepedulian terhadap masyarakat korban bencana alam. Adapun 

kegiatannya yaitu : 
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1. Kegiatan Penaggulangan Bencana 

Perencanaan kegiatan penanggulangan bencana yang telah 

disusun bersama masyarakat korban bencana. Adapun  

keputusannya adalah dengan membangun pos bencana alam di 

kantor desa serta perlengkapan bencana alam seperti perahu 

karet, pelampung, diesel air, dan lain-lain. 

2. Kegiatan Darurat  

Kegiatan darurat desa tanggap bencana alam merupakan 

prioritas utama dalam penggulangan bencana.oleh karena itu 

pemdes berencana membentuk tim pengurus kegiatan darurat 

yang akan di komando langsung oleh kepala desa. 

3. Kegiatan Mendesak  

Banyak hal yang tidak pernah terduga dalam bermasyarakat 

di era modern saat ini.  Dengan memprioritaskan kegiatan 

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yg besifat 

mendesak untuk dilaksanakan, serta lebih di butuhkan dan 

berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat. 
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BAB V 

PENUTUP 

Pembangunan Desa adalah pemanfaatan sumber daya yang 

dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata baik 

dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan usaha, akses 

terhadap pengambilan keputusan maupun indeks pembangunan manusia. 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa disingkat RPJM-Des 

adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun dimulai 

bulan Januari tahun 2020 sampai dengan bulan Desember 2026, yang 

memuat arah kebijakan pembangunan desa. arah kebijakan keuangan 

desa, kebijakan umum dan program, dan program satuan kerja perangkat 

daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas kewilayahan disertai 

dengan rencana kerja.  

Selanjutnya dokumen RPJM-Des dijadikan rujukan dan dasar 

dalam penyusunan rencana kerja pembangunan desa (RKP-Des) untuk 

periode 1 (satu) tahun yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa 

dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan - pendanaan yang 

dimutakhirkan program prioritas pembangunan desa baik yang 

dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh 

dengan mendorong partisipasi masyarakat.  

Selanjutnya dengan adanya RPJM-Des yang sudah mengacu pada 

visi, misi, tujuan, sasaran yang akan dicapai selama enam tahun maka 

harus dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Desa secara lebih merata 

dan berkeadilan sebagai bagian proses mewujudkan masyarakat yang 

sejahtera lahir dan batin secara demokratis. 

Penjabaran tahunan dari dokumen RPJM-Des dalam rangka 

implementasi rencana yang dituangkan dalam Rencana Kerja 

Pembangunan Desa (RKP-Des) adalah dasar penyusunan rancangan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB-Des). Untuk itu 

diperlukan kaidah-kaidah pelaksanaannya, yaitu: 
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1. Seluruh komponen masyarakat dan Pemerintah Desa dalam 

melaksanakan pembangunan berkewajiban mengacu pada RPJM-

Des tahun 2019-2025 dengan penuh tanggung jawab. 

2. Forum Musrenbang Kecamatan menjadi forum yang membahas arah 

pembangunan ditingkat kecamatan dengan mengacu pada RPJM-

Des yang sudah disusun dan ditetapkan oleh desa. 

3. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten yang ada wajib 

untuk menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi, strategi, 

kebijakan, program dan kegiatan pokok pembangunan sesuai 

dokumen RPJM-Desa. 

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan RPJM-Desa 

Desa Karanganyar tahun 2019-2025 perlu dilaksanakan evaluasi tahunan 

terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan kegiatan yang 

telah ditetapkan dalam rencana pembangunan. Hal-hal yang belum diatur 

terkait isu-isu pembangunan desa saat ini akan dibahas lebih lanjut 

melalui kajian ulang sesuai kebutuhan pembangunan di desa.  

 

 

Karanganyar ,  31 Desember 2019 

 

                                                            Tim Perumus RPJMdes 
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